_ SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

o

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat
(2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2022;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahaun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017
tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
105);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



f*

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017

12.

13.

14.

15.

16.

tentangPelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Keija
Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);



17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2008-2028, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 283);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023, (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan 301) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 314);

Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun
2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 24);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Musyawarah  Perencanaan Pembangunan Berbasis
Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2005 Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun
2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 34);



22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Sinjai tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah  Kabupaten Sinjai Nomor 57)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Sinjai tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);

24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
167);

25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN
2022.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sinjai.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sinjai.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Badan Perencanaan Pembagunan Daerah yang selanjutnya disingkat
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembagunan Daerah Kabupaten
Sinjai.

Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai
visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Keija Perangkat
Daerah, Rencana Keija Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan
Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sinjai yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk
jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2005 sampali
dengan tahun 2025;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sinjai yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program
Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman
pada RPJPD serta memperhatikan RPJP Nasional dan RPJM Nasional.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah
Kabupaten Sinjai untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program - program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambii oleh Pemerintah
Daerah untuk mencapai tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat
yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.



BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu
a. menjabarkan arahan umum RPJPD Tahun 2005-2025 dikaitkan dengan

x*

hasil kajian mengenai isu-isu stategis yang diperkirakan akan berdampak
terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2010;

. mengakomodasi pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi

prioritas pembangunan daerah; Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sinjai
Tahun 2021.

. mengidentifikasi  perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana

pembangunan yang akan dijadikan sebagai salah satu kekuatan
pembangunan;

. memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:

a.

tersedianya rumusan program strategis dalam skala prioritas yang lebih
tajam dan merupakan indikasi program APBD Kabupaten Sinjai pada tahun
anggaran 2022 mendatang;

tersedianya pedoman umum untuk menetapkan APBD Tahun 2022,
berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan
DPRD yang mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJP dan
RPJM, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi
masyarakat yang berkembang dan disampaikan melalui lembaga eksekutif
dan lembaga legislatif;

tersedianya tolok ukur untuk mengevaluasi penilaian Kineija Pemerintah
Daerah;

sebagai salah satu upaya untuk membangun komitmen bersama antara
eksekutif dan legislatif terhadap program-program pembangunan daerah
yang akan dibiayai melalui APBD pada tahun 2022;

mendorong paritisipasi masyarakat melalui kepastian kebijakan dalam
pembangunan jangka pendek;

sebagai pedoman dan arah dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran
2022;

Menjadi acuan bagi seluruh SKPD Kabupaten Sinjai dalam penyusunan
Rencana Keija Satuan Keija Perangkat Daerah (Renja-SKPD);

menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan APBD Tahun
Anggaran 2022;

menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program Kkegiatan
pembangunan antar wilayah, antarsektor pembangunan dan antartingkat
pemerintahan; dan

mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber
daya dalam pembangunan;



BAB Il
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun
melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan
program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan
ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Pasal 5

RKPD Tahun 2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022.

Pasal 6
RKPD Tahun 2022 berfungsi sebagai dasar/acuan dalam penyusunan
program/kegiatan tahunan, baik yang dibiayai dengan anggaran pemerintah
Daerah maupun sumber-sumber lainnya.

Pasal 7
(1) Perangkat Daerah melaksanakan program kegiatan pembagunan Tahun

2021 yang dijabarkan dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2022.

(2) Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA
dalam melakukan perencanaan dan meletakkan prioritas pembangunan
Tahun 2022.

BAB IV
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Sistematika RKPD Tahun 2022 terdiri dari:

BAB | PENDAHULUAN
BAB Il. GAMBARAN UMUM RONDISI DAERAH
BAB Ill. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII PENUTUP

Pasal 9

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam
Dokumen Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



BAB V
PENUTUP

Pasa! 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI SINJAL,

ttd
ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAL,

ttd
AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Pangkat : Penata Tk.I/lll.d



